BUPATI TASIKMALAYA

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR %52 TAHUN 2012
TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN STANDAR BIAYA BELANJA
PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA

: a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi
pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu diberikan tunjangan
kesejahteraan dan biaya belanja penunjang kegiatan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang
disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah

Kabupaten Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
Tasikmalaya
tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja
Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat, sebagaimana telah dinbah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3363 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Jawa Barat
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Ralkyai Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Ncmor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Leimnbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 47 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomorl65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pemeriniah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
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Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tabun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah
Tahun Anggaran 2013;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Daerah  Kabupaten  Tasikmalaya Nomor 13
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008
Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG TUNJANGAN

KESEJAHTERAAN DAN STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG
KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1%
2,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.

Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD
Kabupaten Tasikmalaya.

At Cost adalah penerapan pengganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas
berdasarkan prinsip kebutuhan nyata.

Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD selama Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan fasilitas rumah
jabatan/rumah dinas.

Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian
jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota
DPRT), penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan
dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan
periengkapannya.

Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan
dan Anggota DPRD.

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi
Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan
dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan
tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

Reses adalah masa pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya di luar masa

kegiatan persidangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 2

Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya terdiri
dari :

Mo a0 TP

tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
rumah jabatan/ rumah dinas atau tunjangan perumahan;
kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional;
pakaian dinas;

uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional.
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Bagian Pertama
Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan

Pasal 3
pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dan pengobatan.
keluarga pimpinan dan anggota DPRD yang mendapatkan jaminan pemeliharaan
kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 orang anak.
jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan pada
perusahaan asuransi.

besarnya Premi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk
biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Bupati.

Bagian Kedua
Rumah Jabatan / Rumah Dinas atau Tunjangan Perumahan

Pasal 4
pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta
perlengkapannya.
anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta
perlengkapannya.
untuk pemeliharaan rumah jabatan dan atau rumah dinas diberikan biaya belanja
pemeliharaan.

dalam hal Pemerintah Dacrah belum mampu menyediakan rumah jabatan dan atau
rumah dinas, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan
berupa uang dan dibayarkan setiap bulan sebagai berikut :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 5.000.000,00;
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 4.500.000,00;
c. Anggota DPRD sebesar Rp. 4.000.000,00.

Bagian Ketiga
Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 5
pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan
berikut biaya pemeliharaannya.
alat kelengkapan DPRD dapat diberikan kendaraan dinas operasional berikut biaya
pemeliharaannya.
biaya pemeliharaan kendaraan dinas dibebankan ke dalam belanja Sekretariat DPRD.
pimpinan DPRD diberikan bantuan bahan bakar minyak masing-masing setinggi-
tingginya per bulan sebagai berikut:
a. Ketua DPRD sebesar Rp. 7.350.000,00;
b.  Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 4.900.000,00.
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alat kelengkapan DPRD yaitu Komisi/Badan Anggaran/Badan Musyawarah/Badan
Kehormatan/Badan Legislasi diberikan bantuan bahan bakar minyak masing-masing
setinggi-tingginya perbulan sebagai berikut :
a. Komisi sebesar Rp. 4.900.000,00;
b. Badan Anggaran sebesar Rp. 2.940.000,00;
c. Badan Musyawarah sebesar Rp. 2.940.000,00;

Badan Kehormatan sebesar Rp. 2.940.000,00;

e. Badan Legislasi sebesar Rp. 2.940.000,00.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas

Pasal 6

pimpinan dan anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas berupa Pakaian Sipil Lengkap

(PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Pakaian Dinas

Harian (PDH).

standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas beserta ongkos jahitnya ditetapkan

setinggi-tingginya sebagai berikut :

a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 1.500.000,-/stel disediakan 1 (satu)
pasang dalam 5 (lima ) tahun atau dalam masa jabatan sebagai anggota DPRD;

b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp.1.000.000,00/stel disediakan 1 (satu)
pasang dalam 1 (satu) tahun;

c. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 800.000,00/stel disediakan 2 (dua) pasang
dalam 1 [satu) tahun;

d. Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp. 800.000,00/stel disediakan 1 (satu)
pasang dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Uang Duka/ wafat dan Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah

Pasal 7

kepada ahli waris pimpinan dan anggota DPRD vang meninggal dunia tidak dalam
menjalankan tugas diberikan uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
kepada ahli waris dari Punpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia dalam
menjalankan tugas diberikan uwang duka wafat sebesar 6 [enam) kali uang
representasi.

bantuan biaya pengurusan jenazah dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke
tempat pemakaman ditetapkan sebesar Rp. 1.0006.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Keenam
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional

Pasal 8
bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif setiap
bulan,masing-masing sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

bagi Ketua DPRD disediakan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD setiap
bulan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD dan bagi Wakil Ketua
DPRD 4(empat) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
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BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 9
belanja penunjang kegiatan DPRD berupa kegiatan :
a. kunjungan kerja;
b. peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme;

belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan
rencana kerja tahunan yang ditetapkan pimpinan DPRD.

Bagian Pertama
Kunjungan Kerja dan Reses
Pasal 10

kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD
dilaksanakan di dalam dan ke luar Kabupaten diberikan biaya perjalarian dinas.

rescs dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat khususnya konstituen di Daerah
pemilihan anggota DPRD, dilaksanakan di Daerah pemilihannya masing-masing
diberilzan biaya reses.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 11
setiap perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya harus
dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Ketua
DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. uang harian,
b. uang refresentasi;
c. uang transportasi (apabila menggunakan modal transportasi umum);
d. uang penginapan (hotel);
biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. biaya Perjalanan Dinas diberikan untuk perjalanan Dinas di dalam Daerah
dan/atau ke Luar Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

b. untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan @ Uang Harian dan Uang BBM
sesuai dengan Wilayahnya;

c. untuk Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi ke Wilayah I dan
Wilayah V diberikan : Uang Harian dan Uang Refresentasi;

d. untuk Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi ke Wilayah II, III dan IV
diberikan : Uang Harian, Uang Refresentasi dan Uang Penginapan (Hotel);

e. untuk Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi di Pulau Jawa diberikan :
Uang Harian, Uang Refresentasi dan Uang Penginapan (Hotel);

f. untuk Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi di Luar Pulau Jawa
diberikan Uang Harian, Uang Refresentasi, Uang Transportasi dan Uang
Penginapan (Hotel);
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g. moda/sarana transportasi menggunakan :

h.

biaya belanja perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk Uang Harian , Uang Refresentasi dan Uang
BBM bersifat lumpsum sedangkan Uang Transportasi dan Uang Penginapan (Hotel)

1. Bus Kelas Eksekutif;
2. Kapal Laut Kelas I B;

3. Kereta Api Kelas Eksekutif;
4.

bersifat at cost.

standar biaya belanja perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan

Pesawat Udara Kelas Ekonomi.

tempat penginapan (hotel) menggunakan Fasilitas Hotel Bintang 4 (empat);

Rakyat Daeran Kabupaten Tasikmalaya merupakan Standar Tertinggi.

biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan

Raky=t Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

No Tempat Perjalanan Uang Harian BBM
Dinas (Rp). (Liter).

1. | Wilayah T 150.000,-

2. | Wilayah 11 175.000,- | Sesuai Kecamatan

3. | Wilayah III 200.000,-

4. | Wilayah Singaparna dan 125.000,-

Mangunreja

wilayah perjalanan dinas dalam daerah ditetapkan sebagai berikut :

No. Wilayah I Wilayah II Wilayah III

1 5 Cigalontang Bojonggambir Bantarkalong
2. Cisayong Ciawi Bojongasih
3. Jatiwaras Cibalong Cikalong

4. Leuwisari Cikatomas Cipatujah
S. Padakembang Cineam Culamega
6. Puspahiang Gunungtanjug Karangjaya
7. Salawu Jamanis Karangnuggal
3. Sariwangi Kadipaten Pancatengah
9. Sukaraja Manonjaya

10. Sukarame Pagerageung

11. Sukahening Parungponteng

12. Sukaratu Rajapolah

13. Tanjungjaya Salopa

14. Sodonghilir

15. Sukaresik

16. Taraju




(8) uang Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam daerah untuk kendaraan roda 4 (empat)
ditetapkan sebagai berikut :

No. Kecamatan Tujuan BBM per Liter
1 Bantarkalong 18
2 Bojongasih 15
3 Bojonggambir 30
4 Ciawi 15
S Cibalong 14
6 Cigalontang 10
7 Cikalong 39
8 Cikatomas 30
9 Cineam 15
10 | Cipatujah 35
11 | Cisayong 12
12 | Culamega 35
13 | Gunungtanjung 15
14 | Jarnanis 14
15 | Jatiwaras 13
16 | Kadipaten 16
17 | Karangjaya ¥
18 | Karangnunggal 18
19 | Leuwisari 8
20 | Mangunreja 5
21 | Manonjaya 12
22 | Padakembang 10
23 | Pagerageung io
24 Paﬁcatengah 35
25 | Parungponteng 15
26 | Puspahiang 12
27 | Rajapolah i3
28 | Salawu 6
29 | Salopa 14
30 | Sariwangi 8
31 | Singaparna 5
32 | Sodonghilir 20
33 | Sukahening 14
34 | Sukaraja 10
35 | Sukarame 5
36 | Sukaratu 10
37 | Sukaresik 15
38 | Tanjungjaya 7
39 | Taraju 20




(9) biaya perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi ditetapkan sebagai berikut :
No | Tempat Perjalanan Uang Uang Uang
Dinas Harian Refresentasiri | Penginapan
(Rp). per Hari (Hotel) per
(Rp). Hari (Rp).
1. | Ibukota Provinsi 500.000,- 200.000,- 1.470.000,-
(Bandung)
2. | Wilayah I 300.000,- 175.000,- 1.470.000,-
3. | Wilayah II 400.000,- 175.000,- 1.470.000,-
4. | Wilayah III 450.000,- 175.000,- 1.470.000,-
5. | Wilayah IV 500.000,- 175.000,- 1.470.000,-
6. | Wilayah V 250.000,- 175.000,- E
(Kota Tasikmalaya) |
(10) wilayah perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi ditetapkan sebagai berilzut :
No. Wilayah I Wilayah II Wilayah III Wilayah IV Wilayah V
1 Banjar Bandung Cirebon Bogor Kota
Tasikmalaya
2 Ciamis Bandung Barat | Indramayu Bekasi
3 Garut Cimahi Kuningan Depok
4 Sumedang Majalengka Karawang_-
S Purwakarta
6 Subang
7 I } Sukabumi
]
(11) biaya perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi di Pulau Jawa:
No | Tempat Perjalanan Uang Uang Uang
Dinas Harian Refresentasi Penginapan
(Rp). per Hari (Hotel) per
(Rp). Har? (Rp).
1. | Pusat (Jakarta) 600.000,- 250.000,-
2. | Wilayah I 55C.000,- 250.000.- | Sesuai wilayah
3. | Wilayah II 600.000,- 250.000,-

(12) wilayah perjalanan dinas di Luar Provinsi di Pulau Jawa :

No. Wilayah I Wilayah II
1 Banten Jawa Timur
2 D I. Jogyakarta

3 Jawa Tengah




(13)

(14)

(15)

biaya perjalanan dinas Luar Daerah di Luar Pulau Jawa:
No | Tempat Perjalanan Uang Uang Uang Uang
Dinas Harian Refresentasi | Transportasi | Penginapan
(Rp). per Hari (Rp). (Hotel) per
(Rp). Hari (Rp).
1. | Wilayah I 650.000,- 250.000,- | 1.600.000,-
2. | wilayah Il 700.000,- 250.000,- | 1.850.000,- e
3. | Wilayah III 750.000,- 250.000,- | 2.150.000,- wilayeh
4. | Wilayah IV 800.000,- 250.000,- | 4.050.000,-
wilayah perjalanan dinas di Luar Pulau Jawa :
No.| WilayahlI Wilayah 11 Wilayah III [ Wilayah IV
1 Bali Gorontalo NAD Papua
2 Bangka Maluku Sulawesi Barat Irian Jaya
Belitung Barat
3 Bengkulu Maluku Utara Sulawesi Selatan
4 Jambi Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tengah
5 Kalimantan Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tenggara
Barat
6 Kalimantan Sulawesi Utara Sumatera Utara
Selatan
7 Kalimantan Sumatera Barat
Tengah
8 Kalimantan
Timur
9 Kep. Riau
10 Lampung
11 Riau l
12 Sumatera
Selatan
besaran uang penginapan (hotel) :
No. Provinsi Tarif Hotel Bintang 4
Per hari(Rp).
1. | Nanggroe Aceh Darussalam 1.308.000,-
2. Sumatera Utara 1.030.000,-
3. | Riau 1.075.000,-
4. Kepulauan Riau 930.000,-
5. | Jambi 1.030.000,-
6. Sumatera Barat 1.030.000,-
7. Sumatera Selatan 1.000.000,-
8. | Lampung 1.152.000,-
9. Bengkulu 790.000,-
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10. | Bangka Belitung 1.030.000,-
11. | Banten 1.430.000,-
12. | Jawa Barat 1.470.000,-
13. | DKI. Jakarta 1.470.000,-
14. | Jawa Tengah 1.452.000,-
15 | DI. Yogyakarta 1.248.000,-
16. | Jawa Timur 1.152.000,-
17. | Bali 1.810.000,-
18. [ Nusa Tenggara Barat 1.082.000,-
19. | Nusa Tenggara Timur 1.000.000,-
20. | Kalimantan Barat 1.130.000,-
21. | Kalimantan Tengah 1.350.000,-
22. | Kalimantan Selatan 1.420.000,-
23. | Kalimantan Timur 1.458.000,-
24. | Sulawesi Utara 1.415.000,-
25. | Gorontalo 1.010.000,-
26. | Sulawesi Barat 1.030.000,-
27. | Sulawesi Selatan 1.000.000,-
28. | Sulawesi Tengah 1.040.000,- |
29. | Sulawesi Tenggara 1.070.000,-
30. | Maluku 1.030.000,- |
31. | Maluku Utara 1.512.000,-
32. | Papua 1.260.000,-
33. | Irian Jaya Barat 1.260.000,-

Bagian Ketiga

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Profesionalisme

Pasal 12

Daya Manusia (SDM) dan profesionalisme berupa:

a.
b.

Seminar;

Pendidikan dan Latihan, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenisnya,
diberikan biaya sesuai dengan kemampuan APBD.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 13

pimpinan dan anggota DPRD yang menggunakan biaya perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, wajib memberikan laporan pelaksanakan kegiatannya
kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada
Sekretariat DPRD.
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(3) apabila laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud pada ayat (1)belum dapat
dipenuhi/diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD berwenang untuk
menangguhkan atau tidak menyetujui pembayaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja
Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 18 Desember 2012

}5 BUPATI TASIKMALA’YA/
\

’;{/UU RUZHANUL ULUM
Diundangkan di Singaparna

pada tanggal 19 pecenber 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

/s
rk@zé{/ DIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 5o
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